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PHK di DIY Capai
2.846 Orang

B Mayoritas Terjadi Pada Industri Garmen

Peternakan,

YOGYA, TRIBUN - Data Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
mencatat sebanyak 2.846 orang
terdampak pemutusan hubungan
kerja (PHK) hingga Oktober 2025.

Angka tersebut merupakan aku-
mulasi seluruh kabupaten dan
kota di DIY dengan sebaran yang
timpang, didominasi wilayah be-
raktivitas industri dan jasa tinggi,
terutama Kabupaten Sleman.

“Kabupaten Sleman menjadi wi-
layah dengan jumlah PHK terting-
gi, mencapai 1.996 orang. PHK di
wilayah ini terutama terjadi pada
sektor industri garmen, usaha ber-
basis digital di bidang peternakan,
serta industri kecantikan,” terang
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY Ariyanto Wibo-
wo, belum lama ini.

“Disusul Kabupaten Bantul de-
ngan 514 orang terdampak, yang
mayoritas berasal dari sektor in-
dustri pengolahan atau manufak-
tur dan industri furnitur,” lanjut-
nya.

Kota Yogyakarta mencatat 222
kasus PHK, terutama pada sektor
perhotelan. Kabupaten Kulon Pro-
go mengalami 71 kasus PHK yang
sebagian besar berasal dari sektor
manufaktur.

Sementara itu, Kabupaten Gu-
nungkidul mencatat 32 orang ter-
kena PHK, yang dipengaruhi re-
strukturisasi di sektor keuangan
akibat proses merger.

Adapun data PHK yang tercatat
di tingkat DIY tanpa klasifikasi ka-
bupaten/kota berjumlah 11 orang,
berasal dari sektor perdagangan
ritel dan jasa.
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Ariyanto Wibowo mengatakan,

pihaknya juga menerima informa-
si terkait perusahaan yang belum
menerapkan upah minimum, mes-
ki jumlah pastinya belum terdata.

“Informasi tentang perusahaan
yang belum melaksanakan itu ada.
Jumlahnya saya belum tahu. Dari
teman-teman serikat pekerja di-
sampaikan masih ada perusahaan
yang belum-menerapkan upah mi-
nimum. Atas informasi dan lapor-
an tersebut, kami akan mengopti-
malkan peran pegawai pengawas,”
ujar Ariyanto.

Menurut dia, kendala utama da-
lam' penindakan adalah minimnya
informasi konkret.

“Kesulitannya, kalau informasi-
nya tidak konkret dan tidak jelas
perusahaan mana, kami jadi ke-
sulitan. Harapan kami, jika ada
informasi seperti itu, langsung di-
sampaikan nama perusahaannya.
Itu akan mgmudahkan kami dalam
melakukan pemeriksaan agar te-
pat sasaran,” katanya.

Ariyanto memastikan setiap
aduan yang masuk tetap ditindak-

lanjuti. Tahap awal pengawasan
dilakukan melalui kewajiban'pe-
nyusunan struktur dan skala upah
oleh perusahaan.

“Ada. Pasti kami tindak lanjuti.

Tahap awal yang kami wajibkan ada-
lah penyusunan struktur dan skala
upah. Dalam pengawasan, kami ka-
itkan dengan pengajuan peraturan
perusahaan yang disampaikan ke
kami. Dari situ kami lihat struktur
dan skala upahnya, apakah kenaik-
annya manusiawi atau tidak,” ujar-
nya.
Meski demikian, hingga saat ini
belum ada perusahaan yang dike-
nai sanksi. “Sanksi‘belum. Baru
sebatas nota pemeriksaan,” kata
Ariyanto.

Sementara itu, Menteri Ketena-
gakerjaan Yassierli meminta pub-
lik menunggu pengumuman kena-
ikan upah minimum pekerja (UMP)
2026. “Tunggu saja, kan sudah bi-
lang UMP menunggu ya,” kata Yas-
sierli saat ditemui usai menghadiri
Indonesian Productivity Summit
2025 di JIEXPO Kemayoran, Ja-
karta, Jumat (12/12).

la enggan menjelaskan lebih
lanjut mengenai dasar hukum pe-
netapan UMP 2026 dan hanya me-
negaskan agar publik menunggu
keputusan pemerintah. “Tunggu
saja ya, cukup ya. Terima kasih
semua,” ujar Yassierli.

Pemerintah biasanya mengu-
mumkan UMP pada 21 Novem-
ber, namun hingga kini belum ada
pengumuman. Yassierli menyebut,
UMP 2026 tidak lagi mengacu pada

‘aturan penentuan tahun sebelum-

nya sehingga tidak harus diumum-
kan pada tanggal tersebut. (han)
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